
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

ten tang 
dalam 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang 
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan 
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, tata 
cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak diatur 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak 
Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten 
Temanggung; 

BUPATI TEMANGGUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 4 7 TAHUN 2020 

PROVINS! JAW A TENG AH 

BUPATI TEMANGGUNG 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terin tegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215), 

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman 
Modal: 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten TemanggungTahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 95); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 
Tahun tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 
Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 126); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1956); 

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 308); 

..• 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud de~gan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

5. ,,., Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan 
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. 

6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak 
atas layanan publik tertentu. 

7. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah kepada Masyarakat. 

8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang merupakan pengelola 
investasi/penanaman modal, perizinan dan non perizinan. 

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 
peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 
menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan 
usaha atau kegiatan tertentu. 

10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan pelaku usaha 
kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 

11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha 
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan 
dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan 
atau pemenuhan persyaratan dan/ atau Komitmen. 

12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 
Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku 
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Daerah yang selanjutnya disingkat KPP 
Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat .Jenderal Pajak di Kabupaten 
Temanggung. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN 
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN TEMANGGUNG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



(1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP adalah penzman 
berusaha. 

(2) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib 
pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid. 

BAB III 
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

YANG DILAKUKAN KSWP 

PasalS 

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui: 
a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan system 

informasi pada KPP Pratama; dan/ atau 
b. sistem informasi pada KPP Pratama. 

Pasal4 

(1) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama mengirimkan Keterangan Status Wajib 
Pajak yang berisi Informasi tentang: 
a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah atau Nomor Pokok Wajib Pajak; 
b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan 

Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan 
c. Pajak terutang yang sudah dibayar. 

(2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal3 

(1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik 
tertentu. 

(2) KSWP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem 
informasi Pemerintah Daerah atau KPP Pratama untuk memperoleh 
keterangan status Wajib Pajak valid. 

(3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan 
kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid. 

(4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan KSWP atas Keterangan 
Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian 
akurasi dan validasi data. 

Pasal2 

BAB II 
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NO MOR 4 7 

Diundangkan di Temanggung 

Pada tanggal 6 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

ttd 

HARY AGUNG PRABOWO 

Ditetapkan di Temanggung 

Pada tanggal 6 Oktober 2020 

BUPATI TEMANGGUNG, 

ttd 

M. AL KHADZIQ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal9 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 


